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Undeng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenteng Keterbuksan lnformesi publik;
Undsng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik ;

Undsng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang P8merintahan Daorahi

PP nomor 6l Tahun 2010 lentang Peleksensan Undang-Undang Nomor '14 Tahun 2008 tenteng Keterbukaan lnformesi
Publiki

Perki Nomoll Tahun 2010 tentang Stander Layanan lnformasi Publiki

Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi publik.

7. Perki Nomor'1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian lnformasi Publik.

'1. Berpendidiken minimat D3/S1
2. Mampu mengoperasiksn komputerdsn TIK
3. Menguasai komunikasi pubtik (puDric speakrtg)

4. Momahami tugas fungsi pplD pembantu

Keterkaitan Perslstan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Deflsr lnformasi Publik
2. SOP Pelayenan Permohonen lnformasi Publik

3. SOP Helpdesk

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

2. Komputer/Laptop

3. Jaringan lntemel

4. Alat Tulis Kantor

n an

2. Penampilan petugas pelayanan harus s€lalu dijaga sampaidengan selesaiiam operasional kanior
3. Melaksanaken pelayanan publik berdassrkan azas pelayanan prima

encapa n dalam dipersepsikan dalam 8n lengkapisi normaiao Disimpan am bentuk dan h pv

INFORMASI PUBLIK



PROSEDUR FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA PENDUKUNG

NO. URAIAN PROSEDUR KETERANGAN

Setiap pemohon informasi dapat mengjukan
keberatan secara tetulis kepada Atasan PPID
dalam waKu 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan informasi ter+egiskasi dan
diberikan. Perpanjangan pemenuhan
permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari
sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak
dapat diperpanjang lagi.

(1) Formulir
Pengajuan
Keberatan
lnformasi Publik
yang tersedia di
meja pelayanan
atau melalui
website dan dapat
diunduh.
(2) Fotokopi atau
scan identitas diri
(NlK) dari
pemohon yang
mengajukan
keberatan.

Pada hari
dan jam

kerja,maksi
mal 10

(sepuluh)
hari kerja

sejak
permohona
n informasi

ter-
registrasi.

Berkas permohonan
informasi yang telah

diisi lengkap dan
dilampiri

fotokopilscan
identitas diri (NlK)

Ata$an PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa
informasi untuk menupayakan penyelesaian
sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID
Utama.

2 Tanggapan tertulis
dari atasan PPID
perihal informasi

yang disengketakan

f :}
3 Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh

PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu
terkait pejabat yang menangani bidang hukum,
pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai
kebutuhan.

Diajukan
dalam
waktu
paling

lambatl4
(empat

belas) hari
kerja

setelah
diterimanya
tanggapan
tertulis dari

Atasan
PPID

4 Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan
proses penanganan sengketa informasi kepada
Atasan PPID.
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NO. URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA PENDUKUNG

KETERANGAN

E Upaya penyelesaian sengketa informasi publik
diajukan kepada Komisi lnformasi Pusat, Komisi
lnformasi Provinsi, Komisi lnformasi Kabupaten
sesuai kewenangan apabila tanggapan Atasan
PPID dalam proses kebertan tidak memuaskan
pemohon informasi.
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